
 

 

 
BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI CIAMIS 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

 
TENTANG      

 

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN 

DI KABUPATEN CIAMIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

            BUPATI  CIAMIS, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan 

Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

Kepada Masyarakat Miskin.  

 

Mengingat     :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 1654, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 
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5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5248); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7046); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5421); 

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi 

Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2222); 

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 

Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 109); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 65) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 126); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6); 

17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten 

Ciamis Tahun 2022 Nomor 102); 

18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2023 Nomor 24); 

19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tugas, 

Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah  

(Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 83). 

 



- 4 - 
 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 

BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI 

KABUPATEN CIAMIS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Daerah Kabupaten Ciamis. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Ciamis. 

4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten. 

5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 

Penerima Bantuan Hukum. 

6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau 

sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan 

yang sah di Daerah Kabupaten dengan kondisi sosial 

ekonomi yang dikategorikan miskin serta dibuktikan dengan 

kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari 

Lurah atau Kepala Desa. 

7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 

orang miskin. 

8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang 

miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi 

Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan 

permohonan Bantuan Hukum. 

9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum 

atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan 

bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

10. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan 

Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi 

setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut 

layak untuk memberikan Bantuan Hukum. 

11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, 

pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum. 
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12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui 

jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 

13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar 

jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 

14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh 

Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum. 

15. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 

16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam 

maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dimaksudkan untuk 

memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi Masyarakat 

Miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan  hukum. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk : 

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Masyarakat Miskin untuk mendapatkan 

akses keadilan; 

b. mewujudkan hak Masyarakat Miskin sesuai dengan prinsip persamaan 

kedudukan di dalam hukum; 

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara 

merata di Daerah, dan 

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang 

menghadapi masalah hukum. 

(2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada Masyarakat Miskin yang menghadapi masalah hukum 

perdata, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. 

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan 

kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan 

hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. 
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BAB IV 

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

(1) Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh Pemberi Bantuan 

Hukum, meliputi : 

a. bantuan hukum secara litigasi; dan 

b. bantuan hukum secara nonlitigasi. 

(2) Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

diberikan dalam bentuk: 

a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat 

penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara; 

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di 

persidangan perkara perdata, perkara pidana atau perkara tata usaha 

negara. 

(3) Bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

diberikan dalam bentuk: 

a. penyuluhan hukum; 

b. konsultasi hukum; 

c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 

d. penelitian hukum; 

e. mediasi; 

f. negosiasi; 

g. pemberdayaan masyarakat; 

h. pendampingan diluar Pengadilan; dan/atau 

i. drafting dokumen hukum. 

 

Pasal 6 

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum 

di Daerah yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum 

Pasal 7 

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, mengajukan permohonan secara tertulis 

yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian 

singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum. 

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun 

permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

mengajukan permohonan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum 

menuangkan dalam bentuk tertulis. 
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(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan: 

a. identitas Penerima Bantuan Hukum; 

b. surat keterangan miskin/tidak mampu dari Kepala Desa atau Pejabat yang 

setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum; 

c. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum; 

d. dokumen yang berkenaan dengan perkara; 

e. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.  

(4) Dalam Hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat  melampirkan: 

a. Kartu Keluarga Sejahtera; 

b. Kartu Indonesia Pintar; 

c. Kartu Indonesia Sehat; dan 

d. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. 

(5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa 

surat keterangan dari : 

a. Kepala Kepolisian yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada 

tahap penyidikan; 

b. Kepala Kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum yang melakukan 

pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap 

penyidikan atau penuntutan; 

c. Kepala Rumah Tahanan Negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah 

tahanan miskin; 

d. Kepala Lembaga Permasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah 

narapidana miskin; dan 

e. Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang 

miskin. 

(6) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum secara litigasi 

mendapatkan penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk 

mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak 

perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan surat keterangan 

miskin. 

(7) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi 

Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh 

surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari Instansi 

yang berwenang. 

(8) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Ketiga 

Pemberi Bantuan Hukum 

Pasal 8 

(1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang 

mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. berbadan hukum; 

b. terakreditasi; 
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c. memiliki kantor atau Sekretariat yang tetap; 

d. memiliki pengurus; 

e. memiliki Program Bantuan Hukum; 

(2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi 

maka calon Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari Pemberi Bantuan 

Hukum Kabupaten/Kota terdekat. 

(3) Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai calon 

Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan: 

a. fotocopy salinan akreditasi; 

b. fotocopy salinan akta pendirian; 

c. fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 

d. fotocopy akta kepengurusan; 

e. fotocopy surat penunjukan sebagai Advokat; 

f. fotocopy surat izin beracara sebagai Advokat; 

g. fotocopy dokumen mengenai status Kantor Lembaga Bantuan Hukum; 

h. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; 

i. fotocopy laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; 

j. fotocopy rencana program Bantuan Hukum. 

(4) Bupati menetapkan Pemberi Bantuan Hukum di Daerah yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 9 

(1) Bupati melalui Panitia Verifikasi memeriksa kelayakan calon Pemberi Bantuan 

Hukum  

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc, independen dan 

berkedudukan di Daerah. 

(3) Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Pengarah : 1. Bupati; 

2. Wakil Bupati. 

b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah. 

c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat 

Daerah. 

d. Sekretaris  : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 

e. Anggota : 1. Inspektur;   

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

3. Kepala Dinas Sosial; 

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 

6. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah; 

7. Fungsional Umum pada Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah. 
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(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a. menyusun daftar calon Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan 

permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; 

b. memeriksa dokumen administrasi persyaratan yang diajukan oleh calon 

Pemberi Bantuan Hukum; 

c. melakukan koordinasi dengan calon Pemberi Bantuan Hukum yang 

mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; 

d. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Pemberi Bantuan Hukum. 

 

BAB V 

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM 

Pasal 10 

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati 

sebelum melaksanakan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan 

nonlitigasi. 

(2) Dalam hal perkara membutuhkan waktu penanganan yang cepat, maka 

pengajuan permohonan bantuan hukum dapat diajukan setelah penanganan 

perkara dengan tetap mematuhi persyaratan pelaksanaan bantuan hukum 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : 

a. identitas penerima bantuan hukum; 

b. jenis bantuan hukum litigasi yang diberikan; 

c. dokumen lainnya berkaitan dengan perkara yang ditangani. 

 

Pasal 11 

(1) Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) 

perkara. 

(2) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan 

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah 

mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Penerima 

Bantuan Hukum. 

(3) Pemberi Bantuan Hukum setelah menganalisis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang 

mungkin dihadapi Penerima Bantuan Hukum. 

 

Pasal 12 

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam waktu paling lama 1 

(satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. 

(2) Apabila permohonan Bantuan Hukum belum lengkap, maka Penerima 

Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari 

kerja. 
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(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan,  

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan 

secara tertulis atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum paling lama 3 

(tiga) hari kerja. 

(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan 

berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. 

(5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan 

penolakan secara tertulis dengan menyertakan alasan, yaitu : 

a. tidak sesuai dengan visi misi Pemberi Bantuan Hukum; dan 

b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya 

penyelesaian perkara. 

 

BAB VI 

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 13 

Pembiayaan Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

 

Pasal 14 

(1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah. 

(2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan 

dalam hal Pemerintah Daerah merupakan salah satu pihak dalam perkara. 

(3) Penyaluran dana Bantuan Hukum dilaksanakan melalui proses pengajuan 

permohonan, persetujuan permohonan dan pencairan anggaran. 

 

Bagian Kedua 

Persyaratan Permohonan Dana Bantuan Hukum 

Pasal 15 

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum 

penanganan perkara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) 

secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan: 

a. surat permohonan dana Bantuan Hukum; 

b. bukti badan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum; 

c. sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum; 

d. struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum; 

e. surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum; 

f. fotocopy buku rekening Pemberi Bantuan Hukum; 

g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Bantuan Hukum; 
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h. surat kuasa Pimpinan Pemberi Bantuan Hukum kepada Advokat yang 

mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan materai cukup; 

i. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan 

dana Bantuan Hukum dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota lain dalam perkara yang sama; 

j. fotocopy permohonan dari Penerima Bantuan Hukum; 

k. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan 

Bantuan Hukum; 

l. dokumen yang menyatakan perkara telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap (inkracht) dari Pengadilan. 

 

Bagian Ketiga 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

Pasal 16 

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum 

menyelesaikan perkara.   

(2) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan 

Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Dalam hal pengajuan dana Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, 

berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau 

diperbaiki. 

 

Pasal 17 

Pencairan dana Bantuan Hukum dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi 

Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan pencairan sesuai dengan 

prosedur pengelolaan keuangan daerah. 

 

 BAB VII  

TATA CARA PELAPORAN BANTUAN HUKUM 

Pasal 18 

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan Bantuan Hukum 

secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktu-

waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. jenis perkara yang ditangani; 

b. jumlah perkara yang ditangani; 

c. perkembangan kemajuan perkara. 
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Pasal 19 

(1) Untuk perkara litigasi, laporan realisasi harus melampirkan Salinan putusan 

perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau 

perkembangan perkara yang sedang dalam proses. 

(2) Untuk kegiatan nonlitigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan bukti 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 20 

Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi administratif, apabila :  

a. tidak memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga 

permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum 

tetap terhadap perkaranya; 

b. tidak melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelayanan publik; 

c. tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, 

tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan 

serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap 

independen; 

d. menerima dana Bantuan Hukum dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota lain secara bersamaan atas perkara 

yang sama. 

 

Pasal 21 

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berupa teguran 

tertulis.  

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebanyak 

3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. 

(3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan 

oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka : 

a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan dana 

Bantuan Hukum selama 2 (dua) tahun anggaran; 

b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada Pajabat yang berwenang 

melakukan akreditasi; 

c. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan dana Bantuan Hukum 

yang telah diterima. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis. 

 

Ditetapkan di Ciamis 

pada tanggal 4 Februari 2025 

 

Pj. BUPATI CIAMIS, 

 

        Cap/ttd 

 

 

BUDI WALUYA 

 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal 4 Februari 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

ANDANG FIRMAN TRIYADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  TAHUN 2025 NOMOR 4 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS 
NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG 
TATACARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI 
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN CIAMIS 

 
FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM 

 

Pj. BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/ttd 
 

BUDI WALUYA 
 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal 4 Februari 2025 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 
 

Cap/ttd 
 

ANDANG FIRMAN TRIYADI 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR  4 

        Ciamis, ………………………. 

Nomor : 
Sifat  : 

Lampiran : …. (jumlah berkas) 
Hal  : Permohonan Bantuan Hukum 

Yth. …. (nama Pemberi Bantuan Hukum) 

………………….. 
di 

………………….. 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama    : ……………………………………………………………….. 
Tempat/tanggal lahir : ……………………………………………………………….. 

Alamat   : ……………………………………………………………….. 
Nomor telepon  : ……………………………………………………………….. 

Pekerjaan   : ……………………………………………………………….. 
NIK sesuai KTP  : ……………………………………………………………….. 

Keterangan Miskin  : (ada/tidak)* 
      Sebagaimana data/surat terlampir 
 

Bersama ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum berupa …………….., 
dengan uraian singkat permasalahan sebagai berikut : 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
Demikian permohonan ini Saya ajukan, atas perhatian Bapak/Ibu 

disampaikan terima kasih. 

         Pemohon, 

 
    (ttd/cap jempol Pemohon/Penerima Bantuan Hukum) 
    (nama lengkap Pemohon/Penerima Bantuan Hukum) 

 
*coret yang tidak perlu 

 
 

 


